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ABSTRAK  
 

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DIMUKA 

PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI 

KLAS I A PALEMBANG 

Oleh  
ELFA SATRIKA 

 

Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, 
pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai 

ahli.  
Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah kriteria perkara 

perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di 

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Bagaimana kekuatan pembuktian 

keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A 

Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang 

bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.  
Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa Kriteria perkara perdata yang memerlukan 

keterangan saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A 

Palembang, yaitu : pada tahapan pembuktian inilah para Penggugat maupun 

Tergugat akan berusaha menguatkan dalil-dalilnya. Pada tahapan pembuktian 

inilah Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak sebanyak 

banyaknya untuk menghadirkan alat bukti baik pembuktian secara tertulis maupun 

pembuktian dengan saksi-saksi, maupun saksi ahli, sehingga kriteria perkara yang 

dapat menghadirkan saksi ahli sangat bergantung pada pihak Penggugat ataupun 

Tergugat yang mengajukan saksi ahli. Dan Kekuatan pembuktian keterangan saksi 

ahli di muka di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : harus didukung 

oleh alat bukti yang ditampilkan oleh para pihak di muka persidangan, seperti 

tulisan atau surat, maupun alat bukti saksi, yang dikaitkan dengan pengetahuan 

saksi ahli berdasarkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. 
.  
.  

Kata Kunci : Pembuktian Saksi Ahli, Perkara Perdata. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 

 
Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum 

 
materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak 

 
membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil 

 
perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah 

 
hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan. 

 

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan 

hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan 

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan 

hukum perdata materiil.
1

 
Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak 

 
boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus 

 
diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang mera dirugikan hak perdatanya 

 
dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian 

 
sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak 

 
yang dirasa merugikan. 

 
Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, 

 
kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum 

 
dewasa  dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang  belum dewasa  

 

 
1

   Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  Liberty,  Yogyakarta,  
2006, hlm. 2. 
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diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal 
 

fikirannya diwakili oleh pengampunya.
2

 

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public 

seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain 

sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, 

Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui 

pengurusnya atau wakilnya. 

 
Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-

kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak 

Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat. 

 
Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan 

mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat 

adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat 

sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini 

dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan 

pembuktian. 

 
Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara 

perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan 

mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan 

Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan 

di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan 

 
 

2
 Ibid., hlm. 7. 
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perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis 

hakim. 

 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini 

berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau 

hukum adat, hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu hakim harus 

terjun ke tengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan 

menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, 

dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang seusi dengan hukum 

 

dan keadilan masyarakat.
3

 

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan 

telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya, dalam 

putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan 

semua alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berartihakim 

harus memberikan putusannya secara nyta untuk tiiap-tiap bagian tuntutan 

penggugat, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak 

dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. 

 
Hakim berkewajiban karena jabatannya, melengkapi dasar hukum 

yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, dalam 

mempertimbangkan perkara yang dihadapinya itu, hakim perlu m,enggunakan 

 
 

 
3

 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka 

Kartini, Jakarta, 2002, hlm. 24 
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semua kaidah hukum yang berlaku bagi perkara itu, karena hakim mengetahui 

dasar hukumnya itu. 

 
Pihak yang menang dalam berpekra di muka persidangan tentunya 

tidak berharap bahwa perkaranya hanya menang di atas kertas putusan saja, 

tetapi ia menginginkan benda yang berada di pihak yang kalah akan berada 

dalam penguasaannya, selanjutnya apabila pihak yang kalah tidak mau 

melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak yang menang 

perkara tersebut, berdasarkan putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan 

hukum tetap akan mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan 

Negeri dimana perkaranya diputus. 

 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan kriteria perkara 

perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di 

Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 

skripsi ini yang berjudul : KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN 

 

SAKSI AHLI DIMUKA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI 

 

PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG. 

 

B. Permasalahan 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

 Apakah kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di 

muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? 

 
 Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka 

persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Kekuatan pembuktian 

keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan Negeri. 

 
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

 

pengetahuan yang jelas tentang : 

 

 Kriteria perkara perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka 

persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. 

 
 Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli di muka di Pengadilan 

Negeri Klas I A Palembang. 

 
8. Defenisi Konseptual 

 

1. Penggugat adalah pihak yang memulai membikin perkara dengan 

mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan; sedangkan 

tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh 

penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan 

dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih 

memerlukan pembuktian.
4

 

2. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat 

menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya 

dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat bukti 

yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk 

membuktikan kesalahan yang didakwakan.
5

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4

 Dadan Muttaqien, Dasas-dasar Hukum Acara Perdata., Insania Cita Press., 

Yogyakarta., 2006, hlm 28 
 

5
 www.defenisi-pengertian.com., diakses tanggal 29 Oktober 2019 
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3. Saksi ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, 

pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim 

sebagai ahli.
6

 

 
E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. 

 
2. Jenis dan Sumber data 

 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

 
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

 
a. Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. 

 
b. Bahan Hukum Sekunder  

 
 
 
 
 
 

 
6

 https://www.academia.edu. diakses tanggal 29 Oktober 2019 
 
 
 

6 



 
 
 
 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

 
Data primer atau data lapangan diperoleh melalui wawancara pada pihak 

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. 

 
3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini. 

 
4. Teknik Analisa Data 

 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 
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menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 
F. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 

 
Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang 

erat kaitannya dengan obyek penelitian. 

 
Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kriteria perkara 

perdata yang memerlukan keterangan saksi ahli di muka persidangan di 

Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan kekuatan pembuktian keterangan 

saksi ahli di muka persidangan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. 

 
Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran 
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